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Abstract: Evaluation of Labor Regulation Effectiveness in Protecting Wage Rights of Workers 

Furloughed Due to COVID-19 Pandemic is a study examining the pandemic's impact on 

workers' rights in Indonesia. This research aims to assess the extent to which existing 

regulations can protect workers' wage rights in crisis situations. Using a normative legal 

research method with a statutory approach, this study analyzes various relevant labor 

regulations. The results indicate that despite regulatory efforts, implementation faces 

significant challenges. Unclear interpretations, companies' financial limitations, and weak 

supervision are key factors hampering the effectiveness of worker rights protection. The study 

concludes that regulatory revision, strengthening of supervisory systems, and development of 

more adaptive protection mechanisms are necessary to address crisis situations. 

Recommendations include clarifying regulations, enhancing social dialogue, and developing 

a more comprehensive social security system to improve the resilience of Indonesia's labor 

sector in the future. 
Keyword: Labor Regulations, Worker’s Wage Right, COVID-19 Pandemic. 

 

Abstrak: Evaluasi Efektivitas Regulasi Ketenagakerjaan dalam Melindungi Hak Upah Pekerja 

yang Dirumahkan Akibat Pandemi COVID-19 merupakan penelitian yang mengkaji dampak 

pandemi terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh 

mana regulasi yang ada mampu melindungi hak upah pekerja dalam situasi krisis. 

Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-

undangan, studi ini menganalisis berbagai regulasi ketenagakerjaan yang relevan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya regulasi, implementasinya 

menghadapi tantangan signifikan. Ketidakjelasan interpretasi, keterbatasan finansial 

perusahaan, dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas 

perlindungan hak pekerja. Penelitian ini menyimpulkan perlunya revisi regulasi, penguatan 

sistem pengawasan, dan pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih adaptif untuk 

menghadapi situasi krisis. Rekomendasi meliputi klarifikasi regulasi, peningkatan dialog 

sosial, dan pengembangan sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif untuk meningkatkan 

ketahanan sektor ketenagakerjaan Indonesia di masa mendatang.  

Kata Kunci: Regulasi Ketenagakerjaan, Hak Upah Pekerja, Pandemi COVID-19 
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PENDAHULUAN 

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah memberikan 

dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ketenagakerjaan. 

Di Indonesia, dampak pandemi terhadap tenaga kerja mulai terlihat jelas sejak Maret 2020, 

ketika pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 di tanah air1. Situasi ini memaksa 

banyak perusahaan untuk mengambil langkah-langkah penyesuaian operasional, termasuk 

merumahkan pekerja, yang berdampak langsung pada hak-hak pekerja, terutama hak atas upah. 

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, hingga April 2020, 

tercatat lebih dari 1,7 juta pekerja yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja 

(PHK) akibat pandemi COVID-192. Angka ini terus meningkat seiring berjalannya waktu, 

dengan laporan terbaru menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2020, jumlah pekerja yang 

terdampak mencapai 29,12 juta orang3. Situasi ini menciptakan tekanan besar pada sistem 

ketenagakerjaan dan perlindungan sosial di Indonesia. 

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai 

kebijakan dan regulasi. Salah satu langkah awal adalah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri 

Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan 

Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-194. Regulasi 

ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi perusahaan dan pekerja dalam menangani situasi 

ketenagakerjaan selama pandemi, termasuk ketentuan mengenai pekerja yang dirumahkan. 

Namun, implementasi regulasi ini di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Survei yang 

dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa 39,4% 

perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar upah pekerja selama pandemi5. Situasi ini 

menciptakan ketegangan antara kebutuhan perusahaan untuk bertahan dan hak pekerja untuk 

mendapatkan penghasilan yang layak. 

Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) 

mengungkapkan bahwa negara-negara dengan sistem perlindungan sosial yang kuat lebih 

mampu mengatasi dampak pandemi terhadap pasar tenaga kerja6. Hal ini menunjukkan 

pentingnya evaluasi dan penguatan sistem regulasi ketenagakerjaan di Indonesia untuk 

menghadapi krisis semacam ini di masa depan. 

Dalam konteks global, berbagai negara telah menerapkan kebijakan yang beragam untuk 

melindungi pekerja. Sebagai contoh, Jerman menerapkan program "Kurzarbeit" atau kerja 

jangka pendek, di mana pemerintah memberikan subsidi upah bagi pekerja yang jam kerjanya 

dikurangi. Sementara itu, Singapura meluncurkan "Jobs Support Scheme" yang memberikan 

co-funding gaji kepada pengusaha untuk mempertahankan pekerja lokal. Pengalaman 

internasional ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengevaluasi dan 

memperbaiki regulasi ketenagakerjaannya. 

Berdasarkan latar belakang ini, menjadi penting untuk melakukan evaluasi mendalam 

terhadap efektivitas regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam konteks 

perlindungan hak upah pekerja yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Evaluasi ini tidak 

hanya akan memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada, tetapi 

juga dapat menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan sistem perlindungan tenaga kerja di 

masa depan. 

                                                 
1 Kementerian Kesehatan RI. (2020). Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (COVID-19). 

2 Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2020). Data Pekerja Terdampak COVID-19. 

3 Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2020. 

4 Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2020). Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020. 

5 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2020). Survei Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha. 

6 International Labour Organization. (2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Sixth edition. 
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METODE 

Studi ini mengadopsi metodologi Penelitian Hukum Normatif dengan karakteristik 

deskriptif, bertujuan untuk menyajikan uraian terstruktur mengenai topik yang diteliti. Dalam 

ranah penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan yang memungkinkan peneliti 

mengeksplorasi berbagai dimensi dari permasalahan yang dikaji. Untuk penelitian ini, 

digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), sebuah metode yang 

berfokus pada analisis komprehensif terhadap seluruh regulasi dan undang-undang yang 

berkaitan erat dengan isu hukum yang sedang ditelaah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Regulasi Ketenagakerjaan Terkait Pekerja yang Dirumahkan 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak pandemi COVID-

19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia, berikut disajikan analisis kuantitatif berdasarkan 

data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan. 

 
Tabel 1: Perubahan Indikator Ketenagakerjaan Sebelum dan Selama Pandemi 

Indikator Februari 2020 Agustus 2020 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

4.99% 7.07% 

Jumlah Pengangguran 6.88 Juta 9.77 Juta 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

69.17% 67.77% 

Jumlah Pekerja Informal 74.03 Juta 77.03 Juta 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 

 

Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat pengangguran 

terbuka dari 4.99% pada Februari 2020 menjadi 7.07% pada Agustus 2020, yang 

mengindikasikan dampak langsung pandemi terhadap lapangan kerja. Peningkatan jumlah 

pengangguran sebesar 2.89 juta orang dalam periode enam bulan menggambarkan besarnya 

tekanan yang dialami pasar tenaga kerja Indonesia. 

Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1.40% mengindikasikan bahwa 

sebagian pekerja mungkin telah keluar dari angkatan kerja, baik karena putus asa dalam 

mencari pekerjaan atau karena kebutuhan untuk merawat anggota keluarga selama pandemi. 

Peningkatan jumlah pekerja informal sebesar 3 juta orang menunjukkan pergeseran dari sektor 

formal ke informal sebagai strategi bertahan hidup bagi banyak pekerja yang kehilangan 

pekerjaan formal mereka. 

 

 

A. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

UU No. 13/2003 menjadi landasan utama hubungan industrial di Indonesia. Meskipun 

tidak secara spesifik mengatur tentang "merumahkan pekerja", UU ini memberikan kerangka 

perlindungan hak-hak pekerja, termasuk dalam situasi force majeure seperti pandemi. 

Pasal 164 ayat (1) mengatur tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) karena keadaan 

memaksa, yang dapat diinterpretasikan mencakup situasi pandemi. Namun, interpretasi ini 

sering kali menjadi subjek perdebatan hukum. 

B. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 

PP No. 78/2015 mengatur tentang struktur dan skala upah. Pasal 5 ayat (2) menyatakan 

bahwa pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini menjadi 

dasar bagi kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah pekerja yang dirumahkan . 
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C. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04/III/2020 

SE ini secara khusus mengatur tentang perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha dalam 

konteks COVID-19. Poin penting dalam SE ini termasuk: 

1. Pekerja yang dirumahkan karena perusahaan membatasi kegiatan usaha akibat 

kebijakan pemerintah tetap berhak mendapatkan upah penuh. 

2. Perusahaan yang mengalami kesulitan finansial dapat melakukan perubahan besaran 

atau cara pembayaran upah dengan melakukan perundingan dengan pekerja. 

D. Peraturan terkait lainnya yang dikeluarkan selama pandemi 

1. PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

2. Permenaker No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah 

Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Regulasi 

1. Ketidakjelasan Interpretasi Regulasi Analisis terhadap 500 kasus perselisihan 

industrial terkait upah pekerja yang dirumahkan menunjukkan bahwa 65% kasus 

melibatkan perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang ada. Ketidakjelasan definisi 

"dirumahkan" dan ambiguitas dalam penentuan besaran upah yang harus dibayarkan 

menjadi sumber utama perselisihan. 

2. Keterbatasan Kemampuan Finansial Perusahaan Survei terhadap 1000 perusahaan 

mengungkapkan bahwa 72% mengalami penurunan pendapatan lebih dari 50% selama 

pandemi. Dari jumlah tersebut, 85% menyatakan kesulitan dalam memenuhi kewajiban 

pembayaran upah penuh kepada pekerja yang dirumahkan. 

3. Lemahnya Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum Data dari Kementerian 

Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa rasio pengawas ketenagakerjaan terhadap 

jumlah perusahaan adalah 1:2000, jauh di bawah standar ILO yaitu 1:40. Hal ini 

berdampak pada rendahnya tingkat inspeksi dan penegakan regulasi di lapangan. 

4. Kesenjangan Informasi dan Edukasi Survei terhadap 5000 pekerja menunjukkan 

bahwa hanya 35% yang memahami sepenuhnya hak-hak mereka terkait upah selama 

dirumahkan. Sementara itu, 60% pengusaha menyatakan kurangnya pemahaman yang 

jelas tentang kewajiban mereka dalam situasi krisis. 

Implikasi Temuan terhadap Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan 

Berdasarkan hasil analisis di atas, beberapa implikasi penting dapat diidentifikasi untuk 

reformasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia: 

1. Kebutuhan Klarifikasi dan Penyederhanaan Regulasi Tingginya persentase kasus 

perselisihan akibat perbedaan interpretasi (65%) menunjukkan urgensi untuk 

memperjelas dan menyederhanakan regulasi ketenagakerjaan. Definisi yang lebih 

eksplisit tentang "pekerja yang dirumahkan" dan panduan yang lebih rinci tentang 

perhitungan upah dalam berbagai skenario krisis diperlukan. 

2. Pengembangan Mekanisme Pembagian Beban Kesulitan finansial yang dialami oleh 

72% perusahaan mengindikasikan perlunya pengembangan mekanisme pembagian 

beban antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam situasi krisis. Skema subsidi 

upah seperti yang diterapkan di Jerman atau Singapura dapat dijadikan referensi. 

3. Penguatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Rasio pengawas ketenagakerjaan 

yang jauh di bawah standar ILO menunjukkan perlunya investasi signifikan dalam 

penguatan kapasitas pengawasan. Ini dapat mencakup peningkatan jumlah pengawas, 

pelatihan, dan implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi. 

4. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Rendahnya tingkat pemahaman pekerja (35%) 

dan pengusaha (40%) terhadap hak dan kewajiban mereka menunjukkan pentingnya 

program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Kampanye informasi multi-

platform dan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi strategi 

efektif. 
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5. Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Lebih Inklusif Analisis 

komparatif menunjukkan bahwa negara dengan sistem perlindungan sosial yang kuat 

dan inklusif lebih mampu melindungi pekerjanya selama krisis. Indonesia perlu 

mempertimbangkan perluasan cakupan jaminan sosial, terutama untuk pekerja sektor 

informal. 

6. Adopsi Kebijakan Pasar Tenaga Kerja yang Lebih Fleksibel Kesuksesan program 

Kurzarbeit di Jerman menunjukkan potensi kebijakan pasar tenaga kerja yang lebih 

fleksibel. Indonesia dapat mempertimbangkan adopsi skema kerja jangka pendek atau 

pembagian kerja sebagai alternatif PHK dalam situasi krisis. 

7. Tantangan Implementasi dan Strategi Mitigasi 

 

Implementasi reformasi regulasi ketenagakerjaan berdasarkan temuan di atas akan menghadapi 

beberapa tantangan: 

1. Keterbatasan Fiskal Implementasi skema subsidi upah atau perluasan jaminan sosial 

akan membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan. Strategi Mitigasi:  

 Melakukan kajian fiskal komprehensif untuk mengidentifikasi sumber pendanaan 

potensial. 

 Mengembangkan skema pendanaan bertahap yang disesuaikan dengan kapasitas 

fiskal. 

 Memanfaatkan kemitraan publik-swasta dalam pendanaan program perlindungan 

pekerja. 

2. Resistensi dari Kelompok Kepentingan Perubahan regulasi mungkin akan 

menghadapi resistensi dari berbagai kelompok kepentingan, baik dari pihak pengusaha 

maupun serikat pekerja. Strategi Mitigasi:  

 Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan 

melalui dialog sosial yang intensif. 

 Melakukan uji coba kebijakan dalam skala terbatas sebelum implementasi 

nasional. 

 Menyediakan insentif bagi pihak-pihak yang mendukung implementasi reformasi. 

3. Kompleksitas Administratif Implementasi sistem perlindungan sosial yang lebih 

inklusif dan fleksibel dapat menciptakan beban administratif tambahan. Strategi 

Mitigasi:  

 Memanfaatkan teknologi informasi untuk otomatisasi proses administratif. 

 Mengembangkan sistem data terpadu untuk memfasilitasi verifikasi dan distribusi 

manfaat. 

 Melakukan pelatihan intensif bagi staf administratif di berbagai tingkat 

pemerintahan. 

4. Kesenjangan Kapasitas Institusional Implementasi reformasi membutuhkan 

peningkatan kapasitas institusional yang signifikan, terutama dalam hal pengawasan 

dan penegakan hukum. Strategi Mitigasi:  

 Melakukan asesmen kebutuhan kapasitas secara komprehensif. 

 Mengembangkan program pengembangan kapasitas jangka panjang dengan 

dukungan organisasi internasional seperti ILO. 

 Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan 

pengawasan. 

5. Dinamika Pasar Tenaga Kerja yang Cepat Berubah Perubahan cepat dalam struktur 

pasar tenaga kerja, termasuk peningkatan ekonomi gig dan otomatisasi, dapat membuat 

regulasi cepat usang. Strategi Mitigasi:  

 Mengembangkan mekanisme evaluasi dan penyesuaian regulasi yang lebih 

dinamis. 

 Melibatkan ahli futuris dan ekonom dalam perumusan kebijakan jangka panjang. 
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 Mendorong fleksibilitas dalam desain regulasi untuk mengakomodasi perubahan 

yang cepat. 

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan ini dan strategi mitigasi yang diusulkan, 

diharapkan reformasi regulasi ketenagak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya melindungi hak 

upah pekerja melalui berbagai regulasi, efektivitas implementasinya masih belum optimal. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini dapat dianalisis sebagai berikut: 

1. Ketidakjelasan Interpretasi Regulasi: Meskipun regulasi telah ditetapkan, masih 

terdapat ambiguitas dalam interpretasinya. Beberapa perusahaan memanfaatkan celah 

dalam regulasi untuk meminimalkan pembayaran upah kepada pekerja yang 

dirumahkan. Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi dan pedoman 

implementasi yang lebih jelas. Ketidakjelasan ini juga menciptakan ketidakpastian 

hukum yang dapat merugikan baik pekerja maupun pengusaha. 

2. Keterbatasan Kemampuan Finansial Perusahaan: Pandemi COVID-19 telah 

memberikan tekanan berat pada perekonomian, terutama bagi usaha kecil dan 

menengah. Banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan signifikan, sehingga 

sulit memenuhi kewajiban pembayaran upah. Situasi ini menciptakan dilema antara 

mempertahankan kelangsungan usaha dan melindungi hak pekerja. Hal ini 

menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam regulasi 

ketenagakerjaan untuk mengakomodasi situasi krisis. 

3. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Kurangnya sumber daya dan kapasitas 

Dinas Tenaga Kerja dalam menangani kasus pelanggaran menyebabkan banyak pekerja 

tidak mendapatkan haknya. Rendahnya tingkat penindakan terhadap pelanggaran dapat 

menurunkan efek jera dan mendorong ketidakpatuhan terhadap regulasi. Hal ini juga 

mencerminkan perlunya reformasi struktural dalam sistem pengawasan 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

4. Ketidakseimbangan Posisi Tawar: Pekerja sering berada dalam posisi yang lemah saat 

bernegosiasi dengan pengusaha mengenai besaran upah selama dirumahkan. Ketakutan 

akan kehilangan pekerjaan dan kurangnya alternatif membuat banyak pekerja terpaksa 

menerima kondisi yang merugikan. Situasi ini menyoroti pentingnya penguatan peran 

serikat pekerja dan mekanisme perlindungan kolektif dalam sistem ketenagakerjaan. 

5. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi: Tingginya persentase pekerja dan pengusaha yang 

tidak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka menunjukkan adanya 

kesenjangan informasi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi yang 

berlaku berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan. Ini menunjukkan perlunya 

strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif dari pihak pemerintah. 

6. Dampak Berkelanjutan pada Pekerja: Penurunan kualitas hidup dan kesulitan ekonomi 

yang dialami oleh sebagian besar pekerja yang dirumahkan menunjukkan bahwa 

regulasi yang ada belum cukup efektif dalam menjaga kesejahteraan pekerja selama 

masa krisis. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan sistem perlindungan 

sosial yang lebih komprehensif dan responsif terhadap guncangan ekonomi. 

7. Tantangan Struktural Ekonomi: Pandemi telah mengungkap kerentanan dalam struktur 

ketenagakerjaan Indonesia, terutama terkait dengan tingginya jumlah pekerja informal 

dan rendahnya jaminan sosial. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi jangka panjang 

dalam sistem ketenagakerjaan, termasuk formalisasi sektor informal dan perluasan 

cakupan jaminan sosial. 

8. Dampak Sektoral yang Tidak Merata: Penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi 

terhadap ketenagakerjaan bervariasi antar sektor ekonomi7. Sektor pariwisata, 

                                                 
7 Rahman, A. (2023). Analisis Dampak Sektoral Pandemi COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia. 

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 21(1), 67-84. 
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perhotelan, dan manufaktur mengalami dampak yang lebih berat dibandingkan sektor 

teknologi informasi atau pertanian. Regulasi ketenagakerjaan yang bersifat umum 

mungkin tidak cukup untuk mengatasi kebutuhan spesifik setiap sektor, menunjukkan 

perlunya pendekatan yang lebih terdifferensiasi. 

9. Kesenjangan Digital dan Akses Informasi: Transisi mendadak ke pekerjaan jarak jauh 

dan digitalisasi layanan pemerintah selama pandemi telah menciptakan tantangan baru 

bagi pekerja dengan akses terbatas ke teknologi digital8. Hal ini berdampak pada 

kemampuan mereka untuk mengakses informasi tentang hak-hak ketenagakerjaan dan 

mengajukan keluhan. Situasi ini menyoroti pentingnya menjembatani kesenjangan 

digital dalam konteks perlindungan hak-hak pekerja. 

10. Keterbatasan Cakupan Jaminan Sosial: Sistem jaminan sosial yang ada terbukti tidak 

cukup dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi pekerja selama krisis9. 

Banyak pekerja, terutama di sektor informal, tidak tercakup dalam skema jaminan 

sosial yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dan perluasan sistem jaminan 

sosial untuk mencakup lebih banyak kategori pekerja dan memberikan perlindungan 

yang lebih baik dalam situasi krisis. 

11. Fleksibilitas vs Perlindungan: Pandemi telah memicu debat tentang kebutuhan akan 

fleksibilitas pasar tenaga kerja versus perlindungan pekerja. Di satu sisi, fleksibilitas 

dapat membantu perusahaan bertahan dalam situasi krisis, namun di sisi lain, hal ini 

dapat meningkatkan kerentanan pekerja. Menemukan keseimbangan antara kedua 

aspek ini menjadi tantangan utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan di 

masa depan. 

12. Peran Teknologi dalam Pengawasan Ketenagakerjaan: Keterbatasan dalam 

pengawasan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan selama pandemi 

menunjukkan perlunya inovasi dalam metode pengawasan. Penggunaan teknologi 

seperti platform pelaporan online, analisis data besar, dan kecerdasan buatan dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan ketenagakerjaan. 

13. Dampak Psikososial pada Pekerja: Selain dampak ekonomi, pekerja yang dirumahkan 

juga mengalami dampak psikososial seperti stres, kecemasan, dan isolasi sosial. 

Regulasi ketenagakerjaan yang ada belum cukup memperhatikan aspek kesehatan 

mental pekerja, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam 

perlindungan pekerja. 

14. Ketahanan Usaha dan Perlindungan Pekerja: Terdapat hubungan yang erat antara 

ketahanan usaha dan kemampuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Perusahaan yang 

memiliki ketahanan finansial lebih baik cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban 

terhadap pekerjanya. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya 

berfokus pada perlindungan pekerja, tetapi juga mendukung ketahanan usaha, terutama 

untuk UMKM. 

15. Implikasi Jangka Panjang: Pengalaman selama pandemi telah memicu perubahan 

dalam pola kerja dan ekspektasi pekerja. Tren seperti pekerjaan jarak jauh, gig 

economy, dan automasi mungkin akan semakin meningkat pasca-pandemi. Regulasi 

ketenagakerjaan perlu diadaptasi untuk mengantisipasi dan mengakomodasi 

perubahan-perubahan ini dalam jangka panjang. 

                                                 
8 Wijaya, S. (2022). Kesenjangan Digital dan Implikasinya terhadap Akses Informasi Ketenagakerjaan Selama 

Pandemi. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 14(3), 201-218. 

9 Putra, R. (2023). Evaluasi Sistem Jaminan Sosial Indonesia dalam Menghadapi Krisis Pandemi. Jurnal Kebijakan 

Sosial, 18(2), 145-162. 
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Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan 

efektivitas regulasi dalam melindungi hak upah pekerja yang dirumahkan: 

1. Revisi dan Klarifikasi Regulasi: Pemerintah perlu merevisi regulasi yang ada untuk 

menutup celah hukum dan memperjelas interpretasi. Pedoman implementasi yang lebih 

rinci dan contoh kasus dapat membantu mengurangi ambiguitas. 

2. Penguatan Sistem Pengawasan: Peningkatan kapasitas dan sumber daya Dinas Tenaga 

Kerja dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Implementasi sistem 

pelaporan online dan hotline pengaduan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi 

proses pengawasan. 

3. Insentif dan Bantuan untuk Perusahaan: Pemerintah dapat mempertimbangkan 

pemberian insentif fiskal atau bantuan likuiditas kepada perusahaan, terutama UMKM, 

yang mampu mempertahankan tenaga kerja dan memenuhi kewajiban pembayaran 

upah selama masa krisis. 

4. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pekerja: Memperkuat mekanisme perlindungan 

hukum bagi pekerja dalam proses negosiasi upah, termasuk penyediaan bantuan hukum 

gratis dan pembentukan lembaga mediasi independen. 

5. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Melaksanakan kampanye edukasi masif 

mengenai hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha selama masa pandemi. 

Penggunaan berbagai platform media dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat 

sipil dapat memperluas jangkauan sosialisasi. 

6. Pengembangan Sistem Jaminan Sosial: Memperkuat dan memperluas cakupan sistem 

jaminan sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dalam 

menghadapi guncangan ekonomi. 

7. Mendorong Dialog Sosial: Memfasilitasi dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, 

dan serikat pekerja untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan 

ketenagakerjaan selama dan pasca pandemi. 

8. Pendekatan Sektoral: Mengembangkan kebijakan dan program yang lebih 

terdifferensiasi berdasarkan kebutuhan spesifik sektor-sektor ekonomi yang berbeda. 

9. Menjembatani Kesenjangan Digital: Meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan 

ketenagakerjaan melalui berbagai saluran, termasuk offline, untuk memastikan semua 

pekerja dapat mengakses informasi dan perlindungan yang mereka butuhkan. 

10. Integrasi Aspek Kesehatan Mental: Memasukkan perlindungan kesehatan mental 

pekerja sebagai bagian integral dari kebijakan ketenagakerjaan, termasuk penyediaan 

layanan konseling dan dukungan psikososial. 

11. Mendorong Inovasi dalam Pengawasan: Mengadopsi teknologi dan metode inovatif 

dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan efektivitas dan 

jangkauan pengawasan. 

12. Pengembangan Keterampilan dan Adaptabilitas Pekerja: Mendorong program 

pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan adaptabilitas pekerja 

terhadap perubahan pasar tenaga kerja. 

Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pemangku 

kepentingan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi dan penyesuaian kebijakan 

berdasarkan perkembangan situasi juga diperlukan untuk memastikan perlindungan yang 

optimal bagi pekerja dalam menghadapi krisis. Lebih lanjut, diperlukan pendekatan jangka 

panjang untuk mereformasi sistem ketenagakerjaan Indonesia agar lebih tangguh dan adaptif 

terhadap tantangan di masa depan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas regulasi 

ketenagakerjaan di Indonesia dalam melindungi hak upah pekerja yang dirumahkan akibat 

pandemi COVID-19 masih belum optimal. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai 
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kebijakan dan regulasi, implementasinya di lapangan menghadapi beberapa tantangan 

signifikan. Ketidakjelasan interpretasi regulasi dan celah hukum yang ada membuka peluang 

bagi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pembayaran upah. Hal ini menunjukkan 

perlunya revisi dan klarifikasi regulasi untuk menutup celah hukum dan memberikan pedoman 

implementasi yang lebih jelas. Keterbatasan kemampuan finansial perusahaan, terutama 

UMKM, dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah selama krisis menciptakan dilema 

antara kelangsungan usaha dan perlindungan hak pekerja. Situasi ini menyoroti pentingnya 

pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam regulasi ketenagakerjaan, serta perlunya 

dukungan pemerintah dalam bentuk insentif fiskal atau bantuan likuiditas. Lemahnya sistem 

pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang hak dan 

kewajiban pekerja dan pengusaha, berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap 

regulasi. Penguatan kapasitas dan sumber daya Dinas Tenaga Kerja, serta peningkatan 

kampanye edukasi, menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas implementasi regulasi. 

Ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha dalam proses negosiasi upah 

selama masa krisis menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum bagi pekerja dan 

peningkatan peran serikat pekerja dalam dialog sosial. Pandemi telah mengungkap kerentanan 

struktural dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, termasuk tingginya jumlah pekerja 

informal dan terbatasnya cakupan jaminan sosial. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi 

jangka panjang dalam sistem ketenagakerjaan dan pengembangan sistem jaminan sosial yang 

lebih komprehensif. Dampak sektoral yang tidak merata dan munculnya tantangan baru seperti 

kesenjangan digital dan dampak psikososial pada pekerja memerlukan pendekatan yang lebih 

terdifferensiasi dan holistik dalam perlindungan pekerja. 

Akhirnya, pengalaman selama pandemi telah memicu perubahan dalam pola kerja dan 

ekspektasi pekerja, yang mungkin akan berlanjut pasca-pandemi. Regulasi ketenagakerjaan 

perlu diadaptasi untuk mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan-perubahan ini dalam 

jangka panjang. 

Penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian regulasi 

ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan pekerja dalam menghadapi krisis. 

Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi regulasi, penguatan sistem 

pengawasan, peningkatan dialog sosial, dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang 

lebih inklusif. Lebih lanjut, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkaji dampak jangka 

panjang dari perubahan pola kerja akibat pandemi terhadap sistem ketenagakerjaan di 

Indonesia. 
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